
Pemerintah Belum Bayar Utang
Minyak Goreng Rp 344 Miliar

+ Pemerintah belum bayar utang minyak goreng
Rp 344 miliar

- Bayialah capek manjalang masuak puaso ko...

+ Ada kesalahan pada sirekap
- Iko ciek lai, capek pelok-an, sudah tu minta maaf. Puaso ka

masuak...
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Inflasi Ramadan dan
Hilirisasi Produk Pertanian

UDIN SUCHAINI

KENAIKAN harga-harga komoditas bahan maka-
nan pokok pada awal tahun ini perlu
diwaspadai. Dalam rangka antisipasi
kenaikan harga akibat peningkatan
konsumsi menjelang puasa Ramadan
sekaligus dampak lanjutan dari El-
Nino, pemerintah telah memberikan
bansos untuk antisipasi.

Sayangnya, dorongan kenaikan harga komoditas
bergejolak sangat tinggi tak tertahan oleh pasar yang
memilih jalannya sendiri. Pembagian sembako oleh
calon legislatif memperparah kenaikan harga
komoditas kebutuhan pokok hingga ke desa sebagai
sumber produksi.

Gagal PanenGagal PanenGagal PanenGagal PanenGagal Panen
Kenaikan harga di tingkat petani rutin terjadi saat

kekeringan, paceklik, dan musim penghujan.
Pengalaman setiap kejadian ini bukan hal baru;
kekeringan parah pernah terjadi pada 1997-1998,
2012 dan 2014. Paceklik setiap tahun pergantian
musim selalu menjadi isu. Bagi petani, El-Nino dan
paceklik bukan satu-satunya masalah. --curah hujan
tinggi semakin membuat masalah.

Curah hujan yang tinggi membuat tanaman
membusuk sebelum panen. Masih untung bisa
dipanen sebelum waktunya, karena seringkali banjir
melanda kantong pertanian saat curah hujan tinggi.
Dampaknya beras, cabai, tomat, bayam, bawang, dan
hasil pertanian lain mengalami kenaikan harga yang
signifikan di setiap intensitas hujan tinggi. Serta
musim hujan yang seringkali berakhir banjir di area
persawahan, menjadi fakta yang sering diungkap.

Gagal panen pun telah menjadi cerita rutin tak
hanya di kalangan petani. Selain ketiga masalah di
atas, hama wereng dan tikus, banjir, hingga letusan
gunung berapi juga mewarnai drama gagal panen.
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Daerah Berhasil Tekan Inflasi
Dapat Insentif Rp 10 Miliar
JJJJJAKARAKARAKARAKARAKARTTTTTAAAAA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito

Karnavian menyata-
kan Dana Insentif Dae
rah (DID) tahun ini
akan cair mulai akhir
April 2024. Pemerin
tah daerah diminta
berlomba-lomba te-
kan inflasi jika ingin
mendapatkan 'hadi-
ah' tersebut.

"Sekarang sudah
Maret, jadi nanti

akhir April, silakan rekan-rekan berlomba-lomba
untuk mendapatkan anggaran tersebut. Ini
tambahan darah buat kita," kata Tito dalam Rapat
Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga
Pangan Jelang Puasa & Idul Fitri 2024 di Grand
Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Senin (4/3).

Tito menyebut sepanjang 2023 Kementerian
Keuangan telah mencairkan Rp 1 triliun DID untuk
daerah yang dianggap berprestasi. Insentif

telah berhasil melewati
fase krisis pertama. Fase
krisis kedua ini tergantung
tanam Maret dan April.
Masih tanam di atas 1 juta
hektar, maka bulan 7 kita
tetap masih punya beras
di atas 2,5 juta ton," kata
Arief saat ditemui di Ja-
karta, Senin (4/3).

Sebelumnya, Indonesia
berhasil telah melewati
fase krisis. Di mana harga
beras melambung tinggi di
tengah produksi beras
dalam negeri yang menu-
run.

Untuk itu, dia bilang
pemerintah harus bersia-
ga dengan ketersediaan

Bersambung ke A-7
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Indonesia akan Masuk
Fase Krisis Beras Lagi
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dibayar pemerintah kepada pe-
ngusaha minyak goreng. Pemba-
hasan itu melibatkan Kemenko
Perekonomian, Polhukam, Kema-
ritiman dan Investasi, Kemente-
rian Perdagangan, hingga Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kela-
pa Sawit (BPDPKS).

Sayangnya, pada rapat koor
dinasi terbatas (rakornas) antar K/
L tersebut, pihak peritel tidak
dilibatkan.

"Sudah terjadi (rakornas) pada
hari Kamis setelah Pemilu, tanggal
15 Februari lalu. Tapi setelah itu
kami dapat info, karena kami
tidak diundang. Kami dapat info

JAKARTA - SINGGALANG

Permasalahan pembayaran
utang program satu harga minyak
goreng (rafaksi) pemerintah ke
pengusaha minyak goreng belum
menemukan titik terang. Ketua
Umum Asosiasi Pengusaha Ritel
Indonesia (APRINDO) Roy Nicholas
Mandey mempertanyakan niat
pemerintah untuk membayar
utang tersebut.

Roy mengatakan saat ini pro-
sesnya masih sebatas pembaha-
san jumlah total yang harus

Jakarta, SinggalangJakarta, SinggalangJakarta, SinggalangJakarta, SinggalangJakarta, Singgalang
Indonesia disebut akan

masuk ke fase krisis beras
lagi. Kepala Badan Pangan
(Bapanas) Arief Prasetyo
mengungkapkan hal ini

Sejumlah orang antre saat mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada layanan SIM Keliling di Simpang Ganting, Padang,
Senin (4/3). Mobil SIM Keliling disiapkan Polresta Padang untuk memudahkan masyarakat dalam hal memperpanjang masa berlaku SIM A
dan SIM C. (Sawir Pribadi)

ANTRE SIM KELILING

bisa terjadi apabila masa
tanam bulan Maret-April
menghasilkan produksi
beras di bawah 2,5 juta
ton.

Menurut dia, Indonesia

Masjid DPRD Sumbar Itu
Dilengkapi Perpustakaan Publik

Jalan Samudera Padang
Bakal Dikerjakan 2025

PADPADPADPADPADANG -ANG -ANG -ANG -ANG - Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat akan melan-
jutkan pembangunan jalan
Samudera tapi lauik Kota Pa-
dang yang terbengkalai. Pada
2025 akan dialokasikan ang-
garan setelah hambatan sela-
ma ini selesai.

"Pada 2025 akan kita aloka-
sikan anggaran untuk melan-
jutkan," sebut Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Sumbar,
Medi Iswandi, Senin (4/3).

Dikatakannya, selama ini
Pemprov Sumbar sengaja be-
lum melanjutkan proses pem-

PADPADPADPADPADANG -ANG -ANG -ANG -ANG - Masjid Asy Syura
DPRD Sumbar, diresmikan,
Senin (4/3). Masjid berka-
pasitas  lebih kurang 600 ja-
maah ini juga dilengkapi per-
pustakaan yang terbuka untuk
umum.

Pembangunan Masjid Asy
Syura menjadi prestasi terbaru
Sekretariat DPRD Sumbar se-
bagai komitmen untuk mewu-
judkan gedung DPRD Sumbar
sebagai rumah masyarakat,
rumah literasi dan rumah
pengembangan ketaatan ke-
agamaan.

Sekretaris DPRD Sumbar,

16 Halaman (Dalam 2 Bagian)

Kepala Bappeda Sumbar, Medi IswandiPeresmian Masjid Asy Syura DPRD Sumbar, Senin (4/3) kemarin. (ist)
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Inflasi Ramadan  ...
Akibatnya, produksi pertanian turun dan harga
komoditas meningkat. Padahal, menurut data
Potensi Desa (Podes) 2021 ada 92% desa atau
sebanyak 69.632 desa sebagian besar
keluarganya bergantung pada pertanian.

Sementara itu, kenaikan harga dari hulu
memperparah kenaikan harga di tingkat
konsumen. Meningkatnya beban dan turunnya
pendapatan, kombinasi yang mematikan jika
keduanya terjadi secara bersamaan. Akhirnya
muncul akumulasi beban masa depan, seperti
menggadaikan barang, menjual barang, atau
berhutang. Parahnya, setiap menjelang puasa
dan lebaran pasti pengeluaran ditingkatkan,
entah dari tabungan atau berutang.

Inflasi RamadanInflasi RamadanInflasi RamadanInflasi RamadanInflasi Ramadan
Setiap menjelang Lebaran, pengeluaran

rumah tangga meningkat di seluruh tingkat
kesejahteraan. Tak hanya orang kaya, orang
miskin pun meningkatkan pengeluarannya.
Dampak ekonominya permintaan kebutuhan
pokok di pasar semakin meningkat yang
disambut oleh kenaikan harga.

Mengawali tahun ini saja, Badan Pusat
Statistik (BPS) mencatat pada Januari 2024
terjadi inflasi inti sebesar 2,57 persen year-on-
year (y-on-y). Parahnya, untuk komoditas harga
bergejolak mengalami inflasi sebesar 7,22
persen, di mana bahan makanan mengalami
kenaikan 6,00 persen (y-on-y).

Parahnya, masih ada inflasi di harga
produsen sebesar 6,08 persen (y-on-y) pada
Triwulan IV-2023 yang belum tertransmisi ke
konsumen. Komoditas yang memberikan andil
inflasi pada komponen Bergejolak di antaranya
tomat, bawang merah, dan beras. Padahal,
pemerintah dan DPR telah menyepakati asumsi
dasar ekonomi makro pada APBN 2024, inflasi
terkendali sebesar 2,8 persen.

Secara historis, BPS mencatat sejak 2019 ada
komoditas komponen harga bergejolak yang
konsisten memiliki andil pada inflasi setiap
Ramadan. Komoditas yang mengalami gejolak
harga musiman di antaranya beras, cabai rawit,
bawang merah, bawang putih, bayam, tomat,
minyak goreng, hingga telur.

Bahkan, saat ini pemerintah berupaya
membantu penduduk miskin dengan bantuan
sosial berupa komoditas berkalori tinggi, seperti
beras, minyak goreng, dan telur. Jika tidak
melakukan pemberian bansos, kenaikan harga
komoditas yang dikonsumsi penduduk berdam
pak pada peningkatan Garis Kemiskinan (GK);
berdampak langsung pada peningkatan kemis
kinan.

Bansos dan Sembako CalegBansos dan Sembako CalegBansos dan Sembako CalegBansos dan Sembako CalegBansos dan Sembako Caleg
Tahun ini, bantuan sosial disalurkan sesuai

dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya untuk
menjaga kebutuhan penduduk miskin yang
terdampak inflasi dan El-Nino. Meski demikian,
pemerintah telah memutuskan menghentikan
sementara penyaluran bantuan pada 8-14
Februari 2024, sampai selesai pemilu, supaya
tidak disalahartikan. Pengalaman yang sama
pada Pemilu 2014, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) meminta pemerintah pusat
membekukan penyaluran dana bansos.

Bagi pemerintah, bansos disiapkan untuk
menahan harga yang berkembang sesuai
mekanisme pasar, harapannya peningkatan
harga teredam karena persediaan yang melim
pah. Sayangnya hal ini tidak berlaku bagi calon

legislatif (caleg) yang berupaya juga sembako
yang justru membuat harga naik. Tim sukses
memborong banyak komoditas yang akan dibagi
ke warga, seperti beras, minyak goreng, telur,
dan gula pasir.

Rasionalnya, pedagang grosir akan lebih
mementingkan pembelian porsi besar karena
tidak sering terjadi. Dampaknya, mengurangi
komoditas yang beredar di pasar. Parahnya,
inflasi ini menghantam rumah tangga dengan
tingkat kesejahteraan menengah, karena rumah
tangga miskin sudah mendapatkan bantalan
pengeluaran dari bansos dan pembagian
sembako dari caleg.

Hilirisasi Produk PertanianHilirisasi Produk PertanianHilirisasi Produk PertanianHilirisasi Produk PertanianHilirisasi Produk Pertanian
Inflasi merupakan pajak yang paling tidak

adil, terlebih bagi warga desa sumber pertanian.
Joseph Stiglitz, ekonom peraih Nobel dari
Amerika Serikat, berpendapat bahwa inflasi
memperparah ketimpangan dan merugikan
mereka yang memiliki pendapatan tetap.
Sehingga, pemerintah perlu melakukan
pengendalian inflasi supaya harga bahan pokok
masih terjangkau oleh rumah tangga menengah
ke bawah.

Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID),
pemerintah daerah melakukan operasi pasar
dan mengendalikan stok komoditas bahan
pokok. Sayangnya, pemerintah mengamankan
harga masih dari sisi hilir, seperti impor dan
operasi pasar. Sayangnya, kebijakan tersebut
berulang dan tak berdampak dalam jangka
panjang.

Pemerintah perlu menjaga keamanan
pasokan sejak dari hulu: desa. Setidaknya
pemerintah dapat melakukan hilirisasi dari hulu
dan menjaga pemerataan pasokan dari hilir.
Strategi dari hulu, desa-desa dikawal untuk
melakukan hilirisasi hasil pertanian melalui
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi
Unit Desa (KUD) yang masih beroperasi.
BUMDes dan KUD dapat membangun pabrik
penggilingan padi untuk memenuhi kebutuhan
lokal warga desa, dan kelebihannya
dimanfaatkan pemerintah daerah untuk
didistribusikan ke kawasan lainnya.

Selain beras, BUMDes dapat membangun
usaha pensortiran hasil pertanian untuk
meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, baik
berupa sayur dan bah-buahan. Menurut catatan
Kementerian Desa, PDTT terdapat 52.855
BUMDes dan 5.557 BUMDes Bersama yang
terdaftar. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk
melakukan hilirisasi pertanian dari desa.

Sementara strategi di hilir, pemerintah daerah
dapat menjaga distribusi rantai pasok terhadap
hasil pertanian. Selain itu, dilakukan kerja sama
antardaerah penghasil komoditas pokok yang
tidak diproduksi di wilayahnya, Jika kedua
upaya berjalan dengan baik, pemerintah daerah
tak hanya menikmati pengendalian harga
namun sekaligus swasembada hasil pertanian
langsung dari sumbernya.

Peningkatan harga kebutuhan pokok setiap
Ramadan memang sering terjadi, namun inflasi
yang tinggi dan berkepanjangan dapat menjadi
beban bagi masyarakat dan menghambat
pertumbuhan ekonomi. Jika kenaikan harga
bahan makanan pokok yang cukup tinggi tak
membuat masyarakat bergejolak, maka menjadi
indikasi betapa mudahnya mendapat
penghasilan untuk menutupi inflasi di negeri ini.

(Udin Suchaini; Praktisi Statistik Bidang
Pembangunan Desa. Dikutip dari Detikcom)

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) aman. Arief
menerangkan caranya dengan menyerap hasil
panen Maret-April apabila telah melampaui
kebutuhan dalam negeri.

"Maka pemerintah sudah bersiap dengan
CBP-nya karena Juli hingga akhir tahun, awal
tahun menjadi masa pemerintah melakukan
intervensi. Caranya dengan panen, serap, panen,
serap," jelasnya dikutip detikcom.

Senada, Ketua Umum Persatuan Penggilingan
Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi),
Sutarto Alimoeso juga turut mewanti-wanti soal
gagal panen pada bulan Juli-Agustus. Hal ini
disebabkan masih banyaknya lahan sawah yang
digunakan untuk kegiatan non-sawah.

"Nah kalau ini tidak terjadi harus siap-siap.
Kemungkinan itu bisa saja terjadi karena apa?
Saya mencatat dengan teman di lapangan masih
adanya konservasi lahan di sawah itu masih
berjalan," kata pria yang dikenal dengan Tarto.

Dia menjelaskan dengan adanya konversi
lahan ini, membuat produksi beras dalam negeri
turun. Biasanya, pada bulan Maret dapat
produksi hingga 5 juta ton, tahun ini hanya 3,5
juta ton beras.

"Saya melihat data seperti itu, meskipun
masih hipotesis saya ya. Berarti lahan irigasi
banyak bergeser konversi ke untuk non sawah.
Menurut saya, karena luas panennya kita turun,
produksinya juga turun," jelasnya.

Harga GabahHarga GabahHarga GabahHarga GabahHarga Gabah
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi)

mengatakan harga gabah saat ini sudah mulai

Indonesia akan ...

Jalan Samudera ...
bangunan tersebut, mengingat ada proses
hukum yang sedang berjalan. Selain itu,
sebagian dokumen terkait pembangunan jalan
tersebut juga menjadi barang bukti. Untuk itu,
Pemprov Sumbar menunggu kasus hukum
tersebut selesai.

"Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang
(BMCKTR) Sumbar sudah mememinta pendapat
pada Biro Hukum, hanya saja belum ada
pendapat dari Biro Hukum," ungkapnya.

Meski begitu, Bappeda Sumbar sebagai
bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) akan mengumpulkan semua pihak
terkait untuk membahas kelanjutkan pembangu
nan tersebut.

Diungkapkannya, kelanjutan pembangunan
Jalan Samudera tersebut menjadi perhatian
utama oleh Gubernus Sumbar, Mahyeldi.
Bahkan, prioritas tersebut sudah disebutkan

Pemerintah Belum ...
bahwa rafaksi mau dibayar, tapi sesuai
perhitungan Sucofindo," kata Roy saat ditemui
di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (4/3).

Melihat hal tersebut, Roy menilai pemerintah
tidak berniat untuk melunasi utangnya. Padahal
besaran total utang yang diterimanya bukanlah
menjadi prioritas utama. Asalkan pemerintah
juga mau transparansi proses perhitungannya.

"Kami peritel, angka itu menjadi prioritas
kedua, yang penting niat bayar dulu. Karena
sekarang niat bayarnya itu nggak keliatan kan.
Angka itu prioritas kedua, selagi kami diberitahu
perhitungannya gimana, angkanya dari mana,
rumusnya apa, kenapa demikian," jelasnya.

Lebih lanjut, Roy menjelaskan ke depannya
akan ada pertemuan yang membahas persoalan
angka tersebut. Namun, dia belum bisa
membeberkan waktu tepatnya. Sebab, pihak
Kementerian Perdagangan belum siap.

"Tapi, akan ada pertemuan lebih lanjut terkait
detail teknis terhadap angka. Terakhir dapat
informasi bahwa Kemendag-nya yang belum
siap untuk mengadakan lagi pertemuan detail,"
imbuhnya.

Sebagai informasi, utang pemerintah terkait
program satu harga minyak goreng (rafaksi)
minyak goreng sudah dua tahun belum
dibayarkan kepada pengusaha.

Seperti diketahui, program itu diluncurkan
pada 19 Januari 2022 lalu sebagai penugasan
kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi
Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk
menjual minyak goreng murah saat harga
komoditas itu mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual
minyak goreng seharga Rp 14.000 per liter,
sementara itu harga minyak goreng di pasaran
kala itu berkisar di Rp 17.000-20.000 per liter.
Nah selisih harga atau rafaksi itu dalam
Permendag 3 disebut akan dibayarkan
pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3
digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022.
Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal
rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal,
seharusnya utang pemerintah kepada

pengusaha tetap harus dibayarkan.
Adapun terkait dengan perbedaan selisih

pembayaran rafaksi, surveyor yang digunakan
oleh pemerintah yakni PT Sucofindo, yang mana
hasil verifikasinya nilai pergantian selisih harga
atau rafaksi sebesar Rp 474,8 miliar. Nilai itu
berbeda dengan klaim produsen senilai Rp 812
miliar dan peritel Rp 344 miliar.

Tanggapan Kemendag
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan

bersurat kepada Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian untuk rapat
penyelesaikan utang rafaksi. Karena Kemenko
Bidang Perekonomian, sebagai koordinator pada
program rafaksi itu pada 2 tahun lalu.

"Masih kita terus berproses gimana
menunggu dari keputusan di rakortas (rapat
koordinasi terbatas) belum diputusin. Kita sudah
coba bersurat tetapi belum ada rakortas semua
menteri, semua menteri terkait," jelas Direktur
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag,
Isy Karim, ditemui di Kantor Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta
Pusat, Senin (29/1) lalu.

Isy mengatakan saat ini masih menunggu
jadwal menteri terkait untuk mengadakan rapat
koordinasi terbatas terkait rafaksi. Isy meyakini
utang rafaksi akan dibayar tahun ini.

"Pasti ... tahun ini mungkin dibayar. Ya
mudah-mudahan selesai lah InsyaAllah," tutur
Isy.

Terkait tanggapan pengusaha akan
menggugat pemerintah, Isy mengatakan hal
tersebut merupakan hak pengusaha. Pihaknya
akan menunggu proses hukum yang berjalan.

"Kalau gugat itu kan hak pengusaha. Kalau
maunya ya sekarang kita harus tunggu proses
hukumnya aja," jelasnya.

Sebagai informasi, utang pemerintah terkait
program satu harga minyak goreng (rafaksi)
minyak goreng sudah dua tahun belum
dibayarkan kepada pengusaha.

Seperti diketahui, program itu diluncurkan
pada 19 Januari 2022 lalu sebagai penugasan
kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi
Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk
menjual minyak goreng murah saat harga
komoditas itu mahal. (*)(*)(*)(*)(*)

Daerah Berhasil ...
tersebut dibagi menjadi 3 termin per 4 bulan,
di mana masing-masing daerah mendapatkan
rata-rata Rp 10 miliar.

Pada April 2023, ada 33 daerah yang
dianggap mampu mengendalikan inflasi dan
mendapatkan Rp 10 miliar. Kemudian pada
Agustus 2023 ada 33 daerah dan Desember
2023 ada 34 daerah.

"Jadi totalnya 100 daerah, dikali Rp 10 miliar
per daerah, jadi Rp 1 triliun," beber Tito dikutip
detikcom.

Pada Februari 2024, berikut 10 daerah
dengan inflasi terendah:

1. Papua Barat Daya 1,81%
2. Kepulauan Bangka Belitung 1,86%
3. Papua 2,02%
4. DKI Jakarta 2,12%
5. Sulawesi Barat 2,22%
6. Kalimantan Selatan 2,27%
7. Aceh 2,33%
8. Kalimantan Utara 2,33%
9. Kalimantan Tengah 2,46%
10. Sumatera Utara 2,50% .(*)(*)(*)(*)(*)

turun di tengah kenaikan harga beras. Namun,
dia tak mau harga gabah turun drastis, karena
petani juga butuh dapat keuntungan.

Seperti diketahui, gabah sendiri adalah bahan
baku beras. Bila harga gabah naik, beras juga
ikutan naik. Sebaliknya bila harga gabah turun
bisa jadi harga beras juga turun.

Artinya bila harga gabah benar-benar turun,
potensi penurunan harga beras yang sedang
naik tinggi-tingginya di pasar akan terbuka lebar.

"Gabah juga saya dapat informasi di lapangan
sudah turun," beber Jokowi saat melakukan
konferensi pers di Pangkalan TNI AU Halim
Perdanakusumah, Senin (4/3).

Namun, Jokowi mengatakan pemerintah
tidak ingin harga gabah turun terlalu drastis.
Pasalnya, petani sebagai penghasil gabah
sebelum jadi beras juga perlu dapat keuntungan.
Apalagi saat ini bahan baku tani juga banyak
yang naik.

"Tapi, (penurunan harga gabah) jangan
drastis karena petani juga perlu diberikan ruang
keuntungan," sebut Jokowi dikutip detikcom.

Jokowi bilang periode panen raya bakal
terjadi mulai bulan ini. Bila tidak banyak panen
yang gagal maka produksi gabah petani akan
melimpah dan akhirnya yang diolah jadi beras
juga makin banyak.

Ujungnya pasokan beras akan banjir di pasar.
Hukum ekonomi sederhana pun berlaku, saat
pasokan barang banyak di lapangan maka harga
akan turun. Hal ini yang diharapkan juga bakal
terjadi pada komoditas beras di tanah air.

"Panen raya dalam satu bulan ke depan akan
terjadi sehingga saya kira harga itu akan turun
banyak," tegas Jokowi. (*)(*)(*)(*)(*)

Raflis mengatakan masjid ini bukan dibangun
sekadar untuk pimpinan, anggota dewan dan
pegawai sekretariat DPRD saja. Masjid tersebut
terbuka untuk seluruh masyarakat sekitar, baik
pegawai kantor-kantor yang berada di sekitar
DPRD, maupun masyarakat sekitar.

"Keberadaan masjid Asy Syura menjawab
kebutuhan untuk tempat beribadah orang-orang
yang berada di sekitar gedung DPRD," tegas
Raflis menyampaikan laporan saat acara
peresmian masjid itu.

Ia mengatakan gedung DPRD diupayakan
menjawab semua kebutuhan masyarakat sekitar,
ini merupakan representasi dari DPRD yang
merupakan lembaga perwakilan dari rakyat.

Setelah memiliki shelter penyelamatan dari
bencana gempa dan tsunami, memiliki
perpustakaan, sekarang gedung DPRD memiliki
masjid yang representatif untuk masyarakat.

"Jika datang ke bangunan masjid, bisa juga
tidak sekadar beribadah. Di lantai dasar ada
perpustakaan yang terbuka untuk umum. Ada
buku konvensional dan juga buku digital,
silahkan masyarakat memenuhi kebutuhan
literasi di sini," seru Raflis.

Selama ini, tambah dia, gedung DPRD telah
memiliki rumah ibadah, dulu bernama Musholla
Assyura, lalu naik tingkat dengan SK Walikota
menjadi Masjid Asy Syura.

"Di masjid ini semua OPD yang datang salat
ke DPRD beribadah salat wajib dan salat jumat.
Lama kelamaan kapasitasnya tak lagi memadai,
itulah mengapa sekarang dibesarkan, sehingga
semua nyaman beribadah," paparnya.

Biasanya masjid ini selalu sangat ramai ketika
ibadah, terutama salat Jumat, pimpinan, anggota
dewan, pegawai Kemenkumham, BKKBN, Dinas
PSDA, Dinas Pariwisata dan berbagai
masyarakat di sekitar lainnya salat di sini.

"Masjid ini bukan milik DPRD saja, namun
milik sekitar," katanya.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi dalam kata
sambutannya menyambut baik selesainya
pengerjaan masjid ini. Supardi juga amat
mengapresiasi keberadaan perpustakaan di
lantai 1 masjid.

Selama ini gedung DPRD telah memiliki
perpustakaan. Namun dengan berada di bawah
masjid dan dekat dengan akses gerbang masuk
DPRD, maka masyarakat akan lebih leluasa dan
nyaman mengunjungi perpustakaan DPRD.

"Di perpustakaan DPRD ini telah ada koleksi
ribuan buku. Kami menargetkan nantinya
perpustakaan ini memiliki jutaan buku. Apalagi
DPRD telah menjalin kerja sama dengan
Perpustakaan Nasional RI," kata Supardi.

Ia mengatakan, amat penting bagi DPRD
berperan aktif meningkatkan literasi
masyarakat. Hal ini dikarenakan Sumbar dan
Indonesia secara umum, semakin lama semakin
miskin literasi.

"Sementara orang cerdas itu harus cerdas
dan kaya literasi. Contohlah para pahlawan
nasional asal Sumbar ini, mereka bukan hanya
kaya literasi, namun menghasilkan karya tulis
yang hebat-hebat dalam kondisi yang serba
terbatas," ujarnya.

Supardi mencontohkan Tan Malaka, bukunya
Madilog (Materialisme, Dilektika, Logika) ditulis
dalam keterbatasan, tanpa komputer, internet
dan lainnya. Namun buku ini menjadi rujukan
bahan kuliah di berbagai negara.

Lalu Buya Hamka yang berhasil menuliskan
Tafsir Alquran yang ia tulis kala berada di dalam
penjara.

"Jadi marilah kita kayakan diri kita dengan
literasi, mari munculkan kembali tokoh-tokih
cerdas yang memberikan sumbangsih besar
untuk negara ini seperti dulu," ujar Supardi.

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat
acara peresmian tersebut berharap Masjid Asy
Syura akan dimakmurkan, yakni ramai oleh
jamaah, bukan hanya di saat salat Jumat, namun
di setiap salat wajib harian.

"Mereka yang memakmurkan masjid adalah
orang-orang yang beriman dan bertakwa.
Semoga masjid Asy Syura akan selalu
dimakmurkan pada waktu salat oleh jamaah,"
ujar Audy.

Untuk diketahui, Masjid Asy Syura DPRD
Sumbar dibangun dengan dana APBD Provinsi.
Gedung ini memiliki fasilitas kemudahan bagi
masyarakat disabilitas. Selain itu juga ramah
gempa dan ramah lingkungan serta energi.  Pada
siang hari gedung ini hampir tidak memerlukan
listrik.

Gedung juga memiliki fasilitas lift yang aman
bahkan jika listrik mendadak padam. Termasuk
pula pengamanan dari potensi kebakaran.

Kapasitas masjid bisa menampung hampir
untuk 600 jamaah dan dilengkapi fasilitas
bewudhu di tiap lantai.

Pada bangunan masjid, lantai 2 merupakan
tempat beribadah. Sementara lantai 1 terbagi
pada beberapa fasilitas yang di antaranya ada
perpustakaan konvensional dan digital, pojok
baca digital (pocadi) dan juga ruang diskusi atau
ruang rapat.

Nama Masjid Asy Syura berarti musyawarah
yang melambangkan DPRD sebagai lembaga
bermusyawarah.

Bangunan masjid terlihat seperti periuk nasi
terbalik, memakai filosofi di mana tungku
tajarang, di situ maka nasi akan matang. (401)

Masjid DPRD ...
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Gubernur Mahyeldi saat sebelum dilantik
menjadi Gubernur pada 2021.

"Ini sebenarnya sudah menjadi prioritas
Gubernur. Itu disampaikan langsung pada saya.
Bahkan sebelum beliau dilantik, ini sudah
dipesankannya," ungkapnya.

Diketahui, jalan yang belum selesai tersebut
yakni dari simpang (Jalan Samudra - Jl Hang
Tuah) ke Simpang (Jalan Samudera - Jl. Olo La
dang). Total panjang jalan lebih kurang 1 km, le
bar yang perlu dibebaskan lagi lebih kurang 10
meter, sehingga sepanjang Jalan, Samudra di
tepi Pantai Padang seluruhnya menjadi dua jalur.

Ya, Jalan Samudera, jalan dua jalur di tapi
lauik alias Taplau Padang, yang mempercantik
pantai itu, berubah bentuk jadi bengkalai
sepanjang satu kilometer.

Ini muncul sejak 2015, tatkala pejabat tukang
bayar di Dinas Prasjaltarkim (sekarang Dinas
BMCKTR) Sumbar, mencuri uang ganti rugi yang
semestinya untuk pemilik tanah.

Pejabat di BMCKTR ketakutan dan membiar
kan Jalan Samudera itu, menyempit, padahal di
bagian lain sudah dua jalur. Tidak ada alasan
lagi untuk menunda, sebab hukuman sudah
jatuh dan telah dijalani. Inkrahnya sudah lama.

Pada 2015 untuk semua proyek pembebasan
lahan jalan dicairkan ganti rugi Rp23,8 miliar.
Pada 2015 sebesar Rp28,2 miliar, terus Rp16
miliar untuk 2016. Pada 2015 itu, dibayar ganti
rugi Rp16,1 miliar untuk Jalan Samudera
kepada 60 orang.

Sebanyak 21 orang di antara namanya persis
sama dengan nama penerima ganti rugi pada
2014 dengan jumlah Rp6,5 miliar. Sisanya 9
orang, dicari oleh BPK tak bersua, mungkin
sudah pindah. Ganti ruginya Rp2,7 miliar.
Bermula dari sini, terungkap ada pembayaran
fiktif dan kemudian ditetapkan tersangka dan
vonis sudah dijatuhkan.

Sudah bertahun-tahun, tapi pembebasan
lahan sekilo itu, tak kunjung dianggarkan oleh
pemerintah. Alasannya, masih dalam kasus
hukum, padahal sudah selesai. Akibatnya, saat
ini, Jalan Samudera yang diseting untuk wisata
senja hari itu, jadi buruk, seperti gambaran
pemerintah yang tak serius. (104)(104)(104)(104)(104)


